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ABSTRACT 

 
The research entitled WITCHCRAFT OFFENSE IN THE PERSPECTIVE 

OF LAW NO.1 OF 2023 CONCERNING THE CRIMINAL CODE AS AN EFFORT 

TO DECOLONIZE. Aims to know and increase public understanding of how the 

perspective of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code in tackling 

witchcraft crimes. In addition, the content of Article 252 of Law No. 1 of 2023 

concerning the Criminal Code also reflects the government's efforts in realizing the 

decolonization of legal products in Indonesia. Because in fact, many people feel 

aggrieved by witchcraft. 

The research method used in this thesis uses the Normative legal research 

method which is literature research, namely research on laws and regulations and 

literature or reading materials related to the material discussed.  

Based on the results of research, it can be concluded that Article 252 

regarding offering or providing services as witchcraft workers actually intends to 

expand the reach of Article 250. Offenses that are scattered and regulated in several 

articles of the Criminal Code include: article 333 paragraph (4), article 349, article 

415, article 417, article 252, article 253, article 254, article 255, article 256, article 

257, article 258, article 259. Then Efforts to criminalize acts regarding witchcraft 

in general aim to prevent the occurrence of public fraud in general that can be 

carried out by people who claim to have supernatural powers to help commit crimes 

(false shamans), prevent the community from looking for parties who claim to have 

supernatural powers to help commit crimes, prevent the community from taking the 

law into their own hands (eigenrichtin) against people who are considered to have 

supernatural powers,  and encourage the community Efforts to criminalize acts 

regarding witchcraft in general aim to prevent the occurrence of public fraud in 

general. In addition, to put forward the value of materialism as a form of 

eliminating conservative cultures such as witchcraft and realizing decolonization 

efforts. 
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ABSTRAK 
 

Penelitian dengan berjudul DELIK SANTET DALAM PERSPEKTIF 

UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-

UNDANG HUKUM PIDANA SEBAGAI UPAYA DEKOLONISASI. Bertujuan 

untuk mengetahui dan menambah pemahaman masyarakat mengenai bagaimana 

perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana dalam menanggulangi tindak pidana santet. Selain itu, muatan Pasal 

252 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana juga merefleksikan Upaya pemerintah dalam mewujudkan dekolonisasi atas 

produk hukum yang ada di Indonesia. Karena pada faktanya, banyak Masyarakat 

yang merasa dirugikan dengan adanya Tindakan santet. 

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode 

penelitian hukum Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu 

penelitian terhadap peraturan Perundang-undangan dan literatur atau bahan bacaan 

yang berkaitan dengan materi yang dibahas.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa Pasal 252 

mengenai menawarkan atau memberikan jasa sebagai tukang santet sesungguhnya 

bermaksud untuk memperluas jangkauan Pasal 250. Delik yang tersebar dan diatur 

dalam beberapa Pasal KUHP antara lain: pasal 333 ayat (4), pasal 349, pasal 415, 

pasal 417, pasal 252, pasal 253, pasal 254, pasal 255, pasal 256, pasal 257, pasal 

258, pasal 259. Kemudian Upaya kriminalisasi tindakan mengenai persantetan pada 

umumnya bertujuan untuk mencegah terjadinya penipuan masyarakat secara umum 

yang dapat dilakukan oleh orang yang mengaku memiliki kekuatan gaib untuk 

membantu melakukan kejahatan (dukun palsu), mencegah masyarakat agar tidak 

mencari pihak yang mengaku memiliki kekutan gaib untuk membantu melakukan 

kejahatan, mencegah masyarakat agar tidak main hakim sendiri (eigenrichtin) 

terhadap orang yang dianggap memiliki kekutan gaib, dan mendorong masyarakat 

Upaya kriminalisasi tindakan mengenai persantetan pada umumnya bertujuan 

untuk mencegah terjadinya penipuan masyarakat secara umum. Selain itu, untuk 

mengedepankan nilai materialisme sebagai bentuk penghapusan budaya 

konservatif seperti santet dan mewujudkan upaya dekolonisasi. 

 

Kata Kunci : Tindak Pidana, Delik Santet,Dekolonisasi, pembutkian  
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